BUPATI SUKOHARJIO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARIO
NOMOR : 910 /4Gy . 4 /2%

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERUBAHAN
DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASKER) PERUBAHAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI SUKOHARIO

. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten

Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokek Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Kepala Daerah
menetapkan Perubahan Rasker menjadi Perubahan Dasker;

. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektifitas dan tertib

administrasi  pelaksanaan Perubahan APBD, dipandang periu
mendelegasikan wewenang menandatangani Perubahan Dokumen
Anggaran Satuan Kerja (DASKER) Parubahan Anggaran Pandapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dari Bupati kepada Wakil
Bupati;

bahws berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-dasrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggers

Negara yang Bersth dan Bebas dari Korupsi, Kolus! dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemnberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

{Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2002 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4493); ' '

.. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

- Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Dasrah Otonom

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 -Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 20060
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Momor 84 Tahun 2001 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 157);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

‘dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Rapublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman

‘Daerah (Lembaran Negara Republik Indondsia Tahun 2000 Nomor

204, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
40273, _ '

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4028):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonasia Nomar
4416} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540); :

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor & Tahun 2002
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukohario Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 80); _

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Noror 9 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukohario

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Stukoharijo Nomor 127);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA. : Menae!egasikan wewenang penahdatanganan Perubahan Dokumen
Anggaran Satuan Kerja {DASKER) Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Balanja Daerah Tahun Anggaran 2005, dari Bupati Sukoharjo
kepada Wakil Bupati Sukoharjo;

. KEDUA ! Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukchario
pada tanggal 2¢ Oktober 2005

BUPATE SUKOHARJO,

BAM G RIYANTO

IEQEUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Sukohar]o dl
Sukohaijo ;

2. Sekretaric Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukcharjo ;

3. Para Asisten Sekretaris Dasrah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo ;

4, Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan
Pemerintal Kabupaten Sukohario ;

5. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo.




